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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015 |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

207 BPKAD 2015 tentang Penctapan
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Belanja Dacrah Tahiun Anggatan 2
Mengingat




Mengingat

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentan
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahai
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Und Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pt:::merintaha'xl Daerah
(L:rfglagran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

9. Undang-Undang ...

crennn



9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

H

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan wmbmm Negara
Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemennta_h Nomor .’%1
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
: Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
. Pera . - '
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan ...



17 : .
IPeratur:ftn Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhik
ndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
' Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

acr mor

Republik Indonesia Nomor S 161);

26. Peraturan ...



26. P Z
eraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
28. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010:

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 183/PMK.07/2014 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif

Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

ten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun

an Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Kabupa
Kabupaten Sintang Tahun
diubah dengan Peraturan
2013 Nomor 3, Tambahan Lembar

34. Peraturan ...



34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran

35.

36.

37.
38.

39.

40.
41.

42.

Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1};

P?raturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

Sintang Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor S Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor ©6);

43, Peraturan ...

>




43. Peraturan Daerah Kabupaten Sintan

g Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesechatan Pada Rumah Sakat
Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

45. Paj:raturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sintang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014
Nomor 87), mengalami beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah

Rp.1.426.267 177.406,00 bertambah sejumlah Rp.12.249.600.000,00 sehingga menjadi Rp.1.438.516.777.406,00 dengan
rincian sebagai berikut :

N DAERAH
B pENsIZﬂ;m Rp.  1.265.830.959.065,00
a.

b. Bertambah ...




b. Bertambah Vi (Berkurang)

Jumlah pendapatan setelah perubahan

2. BELANJA DAERAH
a. Semula

b. Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja setelah perubahan

3. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan
1). Semula

2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran
1). Semula

2). Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Ketentuan dalam Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer'fah_ Kabupaten Sintang
mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan ini.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

12.249.600.000,00

Rp.
1.410.186.177.406,00
12.249.600.000,00
Rp.
160.436.218.341,00
0,00
Rp.
16.081.000.000,00
0,00
Rp.
Rp.
Rp.

1.278.080.559.065,00

1.422.435.777.406,00

160.436.218.341,00

16.081.000.000,00
144.355.218.341,00

0,00

3. Ketentuan ...



Y

3. Ketentuan dalam Lampix_”an II tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang,
menurut Ur"usan Pemerintahan dan Organisasi mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il Peraturan ini.

4.

Ketentuan dalam Lampiran Il tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengalami
perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

PASAL 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 April 2015

UPATI SINTANG,/L

7

QV[ILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang

pada tanggal 1 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
&
" @"'V/
YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 21

g Uy



LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 21 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 APRIL 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015
Jumiah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) I
Kode Rekening Uraian
Sebeium Perubahan Setelah Perubahan (Rp) I % I
1 2 3 4 5 T 6 |
4 PENDAPATAN DAERAH 1.265.830.959.065,00 1.278.080.559.065,00 12.249.600.000,00] 0,96/
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 82.412.432.118,00 82.412.432.118,00 0,00/ 0,00/
411 Hasil Pajak Daerah 30.366.637.784,00 30.366.637.784,00 0,00 ~0,00{
4.1.2 Retribusi Daerah 3.779.340.500,00 3.779.340.500,00 0,00 0,00
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 44.766.453.834,00 44.766.453.834,00, 0,00 0,00
4.2 DANA PERIMBANGAN 1.006.581.969.500,00 1.006.581.969.500,00 0,00 0,00
4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.606.059.500,00 26.606.059.500,00 0,00 0,00
4.2.2 Dana Alokasi Umum 868.071.560.000,00 868.071.560.000,00 0,00 0,00
423 Dana Alokasi Khusus 111.904.350.000,00 111.904.350.000,00 0,00 0,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 176.836.557.447,00 189.086.157.447,00 12.249.600.000,00 6,92
4.:.’;.3 Dana Bagi Hasil Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 28.005.385.480,00 28.005.385.480,00 0,00 0,00
i i 1.967,00 148.831.171.967,00 0,00 0,00
43. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 148.831.17 : ¢ ;
4 3.2 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH 0,00 12.249.600.000,00 12.249.600.000,00f 100,00
H LAINNYA
DAEI?;:,MLAH PENDAPATAN DAERAH 1.265.830.959.065,00 1.278.080.559.065,00 12.249.600.000,00 _0,96]
1.410.186.177.406,00 1.422.435.777.406,00 12.249.600.000,00 0,86
5 BELA:JJ: $§\T(AEANGSUNG 806.544.180.122,46 806.960.895.872,46 416.715.750,00 0,05
&1 gEILA Pegawai 582.433.431.143,46 579.440.246.893,46 (2.993.184.250,00) 0,51
3137 Jelania sbsd 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 ocol 0.0
5':.4 Belan}: Hibah 66.372.805.162,00 68.273.905.162,00 1.901.100.00%% =
515 |Belanja Bantuan Sosial 790.000.000,00 790.000.000,00 :




